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ABSTRAK :  - Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada sektor industri 
hand sanitizer, produk mengandung desinfektan, serta masker dan pakaian 
pelindung jenis tertentu, serta memberikan kepastian hukum dan percepatan 
pelayanan dalam fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas 
impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas 
Kepabearian dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk 
Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, 
TLN No.3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 
(LN Tahun 2009 No.62, TLN No.4999), UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, 
TLN No.3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 
(LN Tahun 2008 No.133, TLN No.4893), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 
No.51, TLN No.3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 
2009 (LN Tahun 2009 No.150,TLN No.5069), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 
No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN 
Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, 
TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 
2007 No.105, TLN No.4755), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.134, TLN No.6515), Perpres RI 
57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN 
Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkeu 
RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pada saat penetapan mengenai status bencana nonalam COVID-19 sebagai 
bencana nasional telah berakhir, Keputusan Menteri Keuangan yang dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) tetap berlaku sepanjang dokumen pemberitahuan 
pabean impomya telah mendapat nomor dan tanggal dokumen 
pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest atau 
dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik 
berikat, kawasan bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi 
khusus, dan perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, 
telah mendapat tanggal pendaftaran di Kantor Bea dan Cukai tempat 
dipenuhinya kewajiban pabean sebelum berakhirnya penetapan mengenai 
status bencana nonalam COVID-19 sebagai bencana nasional.  



Lampiran huruf A PMK 34/PMK.04/2020 diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2020 dan diundangkan 
pada tanggal 7 Juli 2020. 

  - Lampiran halaman 9 s.d. 12. 

 


